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A. Profil dan Sejarah
Terbentuknya Pengadilan Negeri Bantul tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul yang turut serta andil dalam menyediakan tanah untuk mendirikan Gedung Pengadilan Negeri Bantul.
Pada tahun 1978, tepatnya pada tanggal 29 September 1978 yang merupakan hari jadi Pengadilan Negeri Bantul yang pertama kali bertempat di Gedung Balai Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebelum ada ketua yang definitif di ambilkan dari Pengadilan Negri Yogyakarta, sedang tenaga/karyawan ada 2 (dua) pindahan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai pionir yaitu: Bapak S.Pardjo, Bapak Noorman Handi, dibantu oleh 3 (tiga) orang Calon Pegawai yang diangkat /ditempatkan di Pengadilan Negeri Bantul, yaitu Sdr. Sutrisno, Sdr. Lanjiyono, Sdr. Dullahar Susisno, dan persidangannya hanya melaksanaan sidang Tilang.
Setelah Ketua Pengadilan Negeri Bantul yang definitif dilantik dan diambil sumpahnya yaitu : Bapak Sam’ani Soedjono, SH., dan Panitera Kepala dijabat oleh Bapak M. Soegito, BA. Semula karyawan dari Pengadilan Negeri Purworejo. Mulai pertengahan tahun 1979 tambah tenaga Hakim 4 (empat) orang antara lain:
1. Judo Sumarto, SH. Semula Hakim PN Wonosari
2. Sutomohadi Dimyati, SH. Semula Hakim PN Pekalongan
3. Ny. Yetty E. Pardjono, SH. Semula Hakim PN Wates
4. George Lewerissa, Semula Hakim PN Tobelo
Dan selanjutnya menerima pindahan-pindahan dari lain Pengadilan Negeri maupun dari Kantor Urusan Tugas Belajar Departemen Kehakiman Yogyakarta, dan ada yang dari Direktorat Jenderal Pembinaan badan-badan Peradilan Umum, serta pengangkatan pegawai-pegawai baru atau calon pegawai yang didrop dari Pusat/dari Jakarta, ditambah tenaga magang.
Dengan DIPA tahun Anggaran 1978/1979 No. 44/XIII/4/1978, tanggal 1 April 1978, dibangun gedung Pengadilan Negeri Bantul dan Rumah Dinas Ketua diatas tanah seluas 3.000 m², terdiri 2 (dua) lantai terletak di Gise, Ringinharjo, Bantul, dan pada tanggal 6 Februari 1982 Gedung Pengadilan Negeri Bantul diresmikan oleh Bapak R. Soeroso, SH. Dirjen Badilum Departemen Kehakiman.
Pengadilan Negeri Bantul adalah Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan di kabupaten Bantul.
B. Kondisi Umum
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Bantul, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bantul bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.
Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Sumber Daya Manusia
Pada akhir tahun 2014 jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sejumlah 59 orang, dengan perincian dan mutasi yang terjadi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 
0. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 45 pegawai
0. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 14 orang
0. Promosi dan Mutasi: 
· Keluar / Pindah :
1. Hakim 			: 4 orang
1. Panitera/Sekretaris	 	: 1 orang
1. Panmud 			: 1 orang
· Purna tugas 			:  - orang 
· Masuk / Tambah :
1. Hakim			: 3 orang
1. Panitera/Sekretaris	: 1 orang
1. Panitera Pengganti     	: 2 orang
1. Staf        			: 1 orang

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perencanaan strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah:  
· Perbaikan manajemen perkara yang meliputi kedisiplinan dalam hal pelaporan-pelaporan perkara yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu.
· Perbaikan minutasi perkara.
· Perbaikan administrasi perkara dan berkas putusan.
· Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutkan dalam program diklat. Hal ini juga berkaitan dengan regenerasi SDM yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
· Penertiban pengelolaan anggaran dan aset.
· Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
· Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.
Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2014:
· Mengingkatnya penyelesaian perkara
· Meningkatnya kinerja pegawai
Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2014:
· Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara
· Faktor sarana/prasarana yang bermasalah/ kurang, terutama dukungan TI (Teknologi Informasi)
· Kurangnya pegawai yang berkompetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

C. Visi dan Misi

1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul. Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
“Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul”
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut:
· Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
· Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
· Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
· Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
· Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

D. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
a) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul
b) Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan. Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50.
c) Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
d) Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

2. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:
a) Aspek Proses Peradilan
· Putusan Pengadilan Negeri Bantul belum dapat diunduh/ diakses dengan cepat oleh masyarakat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia
· Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
· Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan keseketariatan pada pengadilan negeri bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
· Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
· Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
· Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
· Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (CTS) yang ada belum berjalan optimal. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan kompetensi sumber daya aparatur negara yang ada.

e) Aspek Sarana dan Prasarana
· Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai kadang dapat memperlambat kinerja.

3. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
a) Aspek Proses Peradilan
· Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
· Adanya tunjangan kinerja/remunerasi dari pemerintah sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
· Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
· Edukasi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul sebagai bentuk kontribusi pada dunia pendidikan
· Pengawasan dengan teknologi full elektronik memudahkan sekaligus efisien

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
· Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
· [bookmark: _GoBack]Full elektronik memudahkan proses administrasi karena akan tertata dengan rapi dan mudah dicari

e) Aspek Sarana dan Prasarana
· Penggunaan website dan media sosial secara maksimal akan sangat membantu masyarakat dalam mencari dan mengawasi proses keadilan
· Ekspansi gedung mungkin dibutuhkan akibat banyaknya perkara yang harus diputuskan

4. Tantangan (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
a) Aspek Proses Peradilan
· Tuntutan masyarakat agar proses peradilan berjalan dengan cepat, jelas, tegas, dan efisien.
· Proses peradilan yang bersih dari kepentingan-kepentingan suatu kelompok maupun individu
· Proses peradilan yang transparan secara finansial maupun teknis

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
· Lulusan-lulusan sarjana baru yang lebih muda, enerjik, dan kompeten akan mengancam para pegawai-pegawai lama
· Tuntutan untuk efisien dalam budget akan mengancam posisi setiap pegawai di pemerintahan

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
· Pengawasan ketat dan bersih dari segala kepentingan maupun pungutan-pungutan liar

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
· Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Aministrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya

e) Aspek Sarana dan Prasarana
· Sarana dan prasarana yang kurang memadahi akan meragukan para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bantul

E. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

F. Program dan Kegiatan
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Negeri 
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:
a. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
b. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
c. Penelitian berkas perkara Upaya Hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non-yudisial
b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

G. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bantul
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bantul menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
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